
 

 
 
 

 

     
BUPATI  WONOSOBO 

PROVINSI  JAWA TENGAH 

 

 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 

 NOMOR 32 TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 

TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

BUPATI  WONOSOBO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan 

di Kabupaten Wonosobo dan menyesuaikan dinamika 

yang ada, diperlukan penguatan administrasi 

penghapusan piutang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

  b. 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

      

bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaaan dan Perkotaan perlu disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi saat ini maka perlu mengubahnya; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

tersebut pada huruf a dan huruf b maka perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

  2. 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2043); 

 

 

 

SALINAN 



 

 
 
 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang   Bersih  Dan  Bebas Dari 

Korupsi,  Kolusi   Dan   Nepotisme  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  7. 

 

 

 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang  

Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk 

Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4200); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik  Indonesia  Tahun  2019   Nomor   42, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6322); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan  Perkotaan  (Lembaran  Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor  18,  

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Nomor 18) sebagaimana  telah  diubah  dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo  Nomor  4 

Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan 

Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 

Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Wonosobo Nomor 2); 

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 tahun 2020 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 13 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2020 Nomor 46); 

 

 

 

 

 

 

  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang 

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 

Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

  11. 

 

 

 

12. 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

Peraturan  Pemerintah   Nomor   135   Tahun   2000 

tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); 



 

 
 
 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 

2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN 

DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK BUMI 

DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. 

 

    Pasal I 

Ketentuan Pasal 47 ayat (7) dalam Peraturan Bupati Nomor 

44 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 47 

(1) Bupati dapat menghapus piutang pajak dikarenakan 

tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa. 

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang 

membidangi PBB-P2. 

(3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. Nama dan alamat wajib pajak; 

b. Jumlah piutang pajak; 

c. Tahun pajak; dan 

d. Alasan penghapusan piutang pajak. 

(4) Piutang pajak yang dapat  dihapuskan  sebagaimana  

dimaksud pada ayat (1) merupakan piutang pajak yang 

tercantum dalam: 

a. SPPT; 

b. SKPD; 

c. STPD; dan 

d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Keputusan Banding yang 

menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah. 

(5) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan terhadap piutang pajak untuk 

Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan 

PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi 

disebabkan karena: 

a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat 

ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak 

meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai 

ahli waris; 

b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak 

mempunyai harta kekayaan lagi; 

c. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa; 

dan/atau; 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

d. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain; 

seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi 

atau dokumen- dokumen sebagai dasar; 

e. Penagihan pajak tidak lengkap  atau tidak dapat 

ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat 

dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan 

sebagainya. 

(6) Piutang Pajak untuk Wajib Pajak Badan yang menurut 

data tunggakan PBB-P2 yang tidak dapat atau  tidak  

mungkin  ditagih lagi disebabkan karena: 

a. Wajib Pajak Bubar, Likuidasi, dan pengurus, direksi, 

komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak 

lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau 

likuidator  atau  kurator tidak dapat ditemukan; 

b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mempunyai 

kekayaan lagi; 

c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan 

dengan penyampaian STPD, penyampaian surat 

paksa, penyampaian surat sita, yang tembusan 

salinannya disampaikan kepada direksi, pengurus, 

pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara 

langsung maupun dengan menempelkan pada papan 

pengumuman atau media massa. 

(7) Berdasarkan permohonan Daftar Usulan Penghapusan 

Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berlaku ketentuan sebagai berikut: 

a. Penghapusan piutang sampai dengan Rp 

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) 

ditetapkan oleh Bupati; 

b. Penghapusan piutang lebih dari Rp 1.500.000.000,00 

(satu milyar lima ratus juta rupiah) ditetapkan oleh 

Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

c. Penghapusan piutang pajak untuk jumlah sampai 

dengan Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus 

juta rupiah) dan penghapusan piutang pajak untuk 

jumlah lebih dari Rp 1.500.000.000,00 (satu milyar 

lima ratus juta rupiah) sebagai dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2) adalah besaran piutang yang akan di 

hapus untuk per penanggung utang. 

(8) Untuk memastikan piutang PBB-P2 yang tidak dapat 

atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud 

ayat (5) dilakukan penelitian setempat dan hasilnya 

dituangkan dalam laporan hasil penelitian setempat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ditetapkan di Wonosobo 

pada tanggal 7 April 2022 

 

BUPATI WONOSOBO, 

 

            ttd 

   

AFIF NURHIDAYAT 

  

Diundangkan di Wonosobo 

pada tanggal 8 April 2022 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,  

 

 ttd 

 

ONE ANDANG WARDOYO 

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 32 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
              KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO 
 

 

                                      

                   M. NURWAHID, S.H. 
                            Pembina 
              19721110 199803 1 013 

 


